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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT., Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2025 yang merupakan Implementasi dari Inpres nomor 7 tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah selesai disusun.

Laporan kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja,
pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi
pemerintah dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan nomor:
060/047/SE/2023 tentang petunjuk teknis penyusunan laporan kinerja
instansi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Laporan kinerja ini merupakan hasil capaian kinerja yang telah
dilakukan sepanjang tahun 2025 untuk mengetahui keberhasilan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Dinas Perkebunan
Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan pembangunan perkebunan di
Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan yang tercantum dalam
Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 dan
Renstra tahun 2025-2029.

Akhir kata, diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Tahun 2025, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan ini dapat
bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Maret 2026
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EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)} Dinas Perkebunan
Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 merupakan wujud
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025 sesuai
dengan Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Sampai dengan akhir tahun 2025 beberapa indikator kinerja dapat
mencapai target bahkan melebihi target dan ada beberapa yang tidak
mencapai target. Capaian yang diperoleh dari masing-masing indikator
kinerja adalah sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan luas tanaman menghasilkan, dengan target
sebesar 0,40%, realisasi sebesar 0,76%, capaian yang diperoleh dari
indikator ini adalah sebesar 190%.

2. Meningkatnya luas areal perkebunan, dengan target seluas
2.965.000 Ha, realisasi tahun 2025 adalah seluas 2.881.872 Ha,
capaian yang indikator ini adalah 97,20%.

3. Produktivitas Karet, dengan target sebesar 1,48 Ton/Ha/Tahun,
realisasi sebesar 1,18 Ton/Ha/Tahun, capaian indikator ini adalah
sebesar 79,73%.

4. Produktivitas Kelapa Sawit, target yang ditetapkan sebesar 3,55
Ton/Ha/Tahun, realisasi sebesar 3,41 Ton/Ha/Tahun, capaian
sebesar 96,06%.

S. Produktivitas Kopi, dengan target sebesar 0,95 Ton/Ha/Tahun,
realisasi 0,95 Ton/Ha/Tahun, capaian pada indikator ini sebesar
100%.

6. Produktivitas Kelapa, ditetapkan target sebesar 1,19 Ton/Ha/Tahun,
realisasi sebesar 1,16 Ton/Ha/Tahun, dengan capaian indikator
sebesar 97,48%.

7. Jumlah benih unggul yang beredar, dengan target sebesar

17.250.000 benih/bibit, capaian realisasi sebanyak 73.966.775
benih /bibit atau sebesar >100%.
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10.

11.

12.

13.

14.

v

Persentase peningkatan prasarana perkebunan, ditetapkan target
sebesar 13,75%, realisasi sebesar 13,75%, dengan capaian indikator
sebesar 100%.

Meningkatnya pengawasan perusahaan perkebunan, dengan target
sebanyak 316 unit, realisasi sebanyak 313 unit, capaian indikator
sebanyak 100%.

Persentase petani yang tergabung dalam pengolahan pemasaran
bersama, dengan target 24,150%, realisasi sebesar 9,69%, dengan
capaian indikator kinerja 40,12%.

Meningkatnya kelompok petani yang mendapatkan penyuluhan,
dengan target sebanyak 93 kelompok, realisasi sebanyak 93
kelompok, capaian indikator sebanyak 100 %.

Nilai Tukar Petani (NTP) dengan target sebesar 115,15%, terealisasi
sebesar 138% dengan capaian 119,84%.

Luas areal yang tertanggulangi dari serangan OPT dengan target
sebesar 750 ha, realisasi seluas 70.864 ha, dengan capaian indikator
sebesar lebih dari 100%.

Dukungan  kesekretariatan untuk  meningkatkan  produksi
perkebunan, dengan target sebesar 100%, realisasi sebesar 100%,
dengan capaian indikator sebesar 100%.

TIM PENYUSUN LKjIP DINAS PERKEBUNAN
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian integral dari
Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  untuk
mempertanggungjawabkan pencapaian target kinerja tahunan. LKjIP merupakan
output utama dari pelaksanaan SAKIP yang menghubungkan perencanaan,
pengukuran dan evaluasi kinerja secara terintegrasi. Dokumen ini wajib disusun
setiap akhir tahun anggaran oleh instansi pemerintah daerah atau pusat guna
mengevaluasi realisasi program terhadap rencana kerja.

Penyusunan LKJIP Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan sebagai bagian dari
implementasi SAKIP untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja kepada
Presiden/Wakil Menteri/Gubemur/Bupati/Wali Kota, DPR/DPRD, dan masyarakat.
Kegiatan ini berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Perpres Nomor 192 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 39 Tahun
2018, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Penyusunan, Penyampaian, Penilaian, dan Peningkatan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

Regulasi ini menekankan kewajiban instansi untuk menyajikan data capaian
kinerja, anggaran, dan faktor penghambat secara transparan kepada pimpinan
dan pemangku kepentingan. LKJIP bertujuan memberikan informasi terukur
tentang keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dari Rencana Kerja
Tahunan (RKT) atau Renja SKPD. Regulasi tersebut mewajibkan setiap instansi
pemerintah daerah dan pusat menyusun LKJIP paling lambat 3 bulan setelah
akhir tahun anggaran, dengan fokus pada pengukuran 5 elemen kinerja: efisiensi,
efektivitas, kualitas layanan, outcome, serta dampak program terhadap sasaran
strategis.

Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan tahun
berikutnya, mendukung sinergi antar program, dan meningkatkan efektivitas
pemerintahan. Laporan Ini menjelaskan komitmen instansi dalam berorientasi
hasil, termasuk kendala yang dihadapi untuk pengambilan keputusan lebih tepat
sasaran dan merupakan bagian krusial yang memberikan konteks penyusunan
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai wujud akuntabilitas kinerja
tahunan sesuai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Bagian
ini biasanya disusun untuk menjelaskan dasar hukum, visi organisasi, capaian
sebelumnya, serta tantangan strategis yang menjadi landasan evaluasi realisasi
Renja terhadap RPJMD/RKPD

LKJIP ini mengevaluasi realisasi 14 indikator kinerja utama dari Renja
2025 yang selaras dengan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2024-2026 dan 6 indikator kinerja utama yang selaras dengan Renstra
Tahun 2025-2029.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 14 tahun
2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera
Selatan, menyatakan bahwa Dinas Perkebunan menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan.,

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kerjanya, Dinas Perkebunan
Provinsi Sumatera Selatan dibantu 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
yaitu:

1. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan
(BPSBTP) yang mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis pengawasan
dan pengujian mutu benih dalam rangka penyiapan benih bermutu sesuai
standar mutu benih yang ada, dan

2. UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) yang mempunyai tugas
menyelenggarakan pengujian dan pengembangan teknologi pengendalian
organisme pengganggu tanaman, melaksanakan identifikasi jenis organisme

pengganggu tanaman pengadaan dan perbanyakan serta penyebaran agensia
hayati dan pestisida nabati.
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Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan

C. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 53 tahun 2016 tentang susunan
organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan,
menyatakan bahwa Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dibidang
Perkebunan dan Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan tugas
pembantuan di bidang perkebunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

Pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur
Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang perkebunan

Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perkebunan

Pembinaan produksi di bidang perkebunan

Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan

Pembinaan UPTD

Pembinaan pengawasan dan penataan prasarana dan sarana perkebunan

D =N O e W N -

Pembinaan pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu
tanaman perkebunan

9. Pembinaan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan
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10. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan kemitraan usaha
perkebunan

11. Pembinaan penyelenggaraan,pengujian teknologi dalam rangka penerapan
teknologi anjuran

12. Pembinaan pemberian rekomendasi teknis perkebunan

13. Pengkoordinasian pengendalian dan penanggulangan gangguan usaha
perkebunan

14. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang
milik negara/daerah

15. Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan dan

16. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

D. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Dalam pengembangan usaha perkebunan aspek strategis, meliputi:
1. Sumber Daya Manusia (SDM) baik itu petugas maupun petani,

Rendahnya kualitas SDM akibat dari kurangnya pengetahuan, keterampilan
manajerial, minimnya pendidikan, dan lemahnya kelembagaan petani
menyebabkan produktivitas tanaman menjadi rendah. Peningkatan kompetensi
SDM pekebun menjadi kunci utama untuk optimalisasi pemeliharaan tanaman,
integrasi dari hulu ke hilir dan adaptasi terhadap kemajuan teknologi serta
terhadap perubahan iklim. Strategi yang dapat dilakukan untuk peningkatan
kualitas SDM melalui program pelatihan teknis, penyuluhan serta beasiswa
berupa kolaborasi multi pihak seperti antara pemerintah dengan asosiasi untuk
membangun SDM yang berdaya saing.

2. Lahan perkebunan.

Permasalahan utama pada lahan perkebunan adalah terjadinya konversi
lahan antar komoditas sehingga berisiko terhadap ekologis, konflik agraria dan
degradasi akibat tanaman tua. Ketersediaan dan kesesuaian lahan menjadi faktor
prioritas dalam pengembangan komoditas. Strategi yang dapat dilakukan meliputi
optimalisasi lahan, peremajaan tanaman tua dan menciptakan sentra-sentra
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kawasan perkebunan untuk mendukung hilirisasi dan ketahanan energi serta
integrasi infrastruktur dan partisipasi dari petani akan memperkuat daya saing.

Dalam memberikan pelayanan, Dinas Perkebunan bekerja sama dengan
mitra yang berada di kecamatan dalam hal perlindungan kepada masyarakat
pekebun, deteksi dan pencegahan dini timbulnya konflik di lahan perkebunan,
sosialisasi dan pencegahan kebakaran lahan perkebunan.

3. Sarana dan Prasarana Perkebunan.

Keterbatasan infrastruktur mengakibatkan tingginya biaya transportasi dan
resiko kerusakan hasil panen menjadi tinggi. Keterbatasan akses petani terhadap
alat dan mesin pertanian serta sebaran alat dan mesin pertanian yang tidak
merata juga menjadi permasalahan utama.

Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi modal utama dalam
penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Handling Practices
(GHP). Penerapan GAP dan GHP yang merupakan pendekatan budidaya yang
baik dan benar, pasca panen dan pengolahan yang menekankan memperkecil
losses, meningkatkan keamanan pangan, berkelanjutan lingkungan dan efisiensi

terhadap pengelolaan sumber daya seperti air, tanah, penggunaan pupuk dan
pestisida.

4. Pengawasan dan peredaran benih tanaman perkebunan.

Pengawasan dan peredaran benih tanaman perkebunan merupakan salah
satu kunci utama keberhasilan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan,
dimana benih yang bermutu menjadi salah satu penentu produktivitas.

Benih ilegal dan tidak bersertifikat merupakan salah satu masalah terbesar
dalam peningkatan produksi sub sektor perkebunan, meningkatkan resiko
kontaminasi genetik yang berdampak pada kerugian ekonomi terhadap sub sektor
perkebunan.

Pengawasan dan peredaran benih tanaman perkebunan memiliki peran
strategis dalam menjamin ketersediaan benih bermutu, mencegah peredaran
benih ilegal serta melindungi produsen benih dan konsumen pengguna benih.

Pengawasan dan pembinaan secara rutin juga dilakukan kepada para
produsen benih/bibit tanaman perkebunan. Pengawasan ini meliputi pengawasan
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peredaran benih/bibit dan pengawasan mutu benih/bibit. Meskipun demikian
keterbatasan kapasitas dan frekuensi pengawasan serta koordinasi antar lembaga
masih belum optimal, periu diperkuat sistem pengawasan secara terpadu dan
terintegrasi antara UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman
Perkebunan (BPSBTP) Dinas Perkebunan bersama stake holder lainnya guna
menjamin keberlanjutan perbenihan yang unggul.

5. Kelembagaan petani

Kelembagaan petani yang meliputi kelompok tani, gabungan kelompok tani,
koperasi petani dan forum petani memiliki peran yang cukup strategis dalam
meningkatkan kapasitas, kemandirian dan posisi tawar petani dalam rantai pasok
produk perkebunan.

Permasalahan utama pada kelembagaan petani yaitu masih lemahnya
manajemen, ftransparansi keuangan dan pastisipasi aktif para anggotanya
sehingga kondisi ini menghambat efektifitas dan efisiensi kelompok dalam
melakukan pembinaan, pengadaan bibit berkualitas, pengelolaan hasil produksi
dan pemasaran sehingga harga yang diperoleh petani fluktuatif. Selain itu
kesadaran petani untuk tergabung dalam kelembagaan masih rendah sehingga
menyulitkan dalam pembinaan dan pengawasan serta pemerataan bantuan
pemerintah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perkebunan terus
berupaya untuk memberikan perhatian kepada petani terutama yang tergabung
dalam kelompok tani dan gabungan kelompok tani, dalam bentuk pembinaan dan
pemberdayaan anggota kelompok tani dan mendorong petani untuk membentuk

kelembagaan.

6. lzin usaha perkebunan

lzin usaha perkebunan merupakan instrumen penting untuk menjamin
keberlanjutan usaha perkebunan, kepatuhan terhadap regulasi yang ada serta
perlindungan terhadap lingkungan dan petani-petani disekitar perusahaan
perkebunan. Perizinan usaha vyang jelas dan terintegrasi akan membantu
mencegah terjadinya tumpang tindih penggunaan lahan, mencegah terjadinya
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konflik sosial dan mencegah eksploitasi lahan yang tidak berkelanjutan. Untuk itu
pengawasan rutin terus dilakukan seperti pembinaan dan pengawasan, monitoring
dan evaluasi.

7. Produksi perkebunan yang berkelanjutan

Aspek strategis produksi perkebunan berkelanjutan mencakup
ekstensifikasi dan intensifikasi, serta integrasi kebijakan pemerintah terkait
keberlanjutan produksi sub sektor perkebunan. Permasalahan utama produksi
adalah rendahnya produktivitas dimana terdapat perbedaan antara hasil panen
aktual yang dicapai petani dengan potensi hasil yang seharusnya dapat dicapai
oleh petani pada lahan dan iklim yang sama atau yang sering disebut yield gap.

Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi ini diantaranya
dengan penggunaan bibit unggul, penggunaan pupuk yang tepat dosis, tepat
waktu, dan sudah melalui analisis tanah, dan menerapkan Good Agricultural
Practices (GAP).

8. Pemasaran produk hasil perkebunan

Pemasaran produk perkebunan masih terkendala pada panjangnya rantai
pemasaran, fluktuasi harga, minimnya akses pasar dan pengembangan jaringan
pemasaran.

Rantai pemasaran yang panjang dapat diatasi dengan tergabung dalam
kelembagaan petani, kemitraan dengan unit usaha, dan pasar lelang. Untuk
meningkatkan pendapatan petani dan mengatasi fluktuasi harga dapat diatasi
dengan melakukan diversifikasi tanaman, stabilisasi pasokan dan penguatan
posisi tawar petani melalui kebijakan pemerintah dan kemitraan. Promosi dan
pengenalan produk secara berkala dan berkelanjutan dilakukan melalui event
pameran sehingga dapat meningkatkan akses pasar dan memperiuas jaringan

pemasaran produk petani.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 70,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

Laporm Kinerj@ instansi Pewerintah (LKJIP) TRiun 2025
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik ndonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan,
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4410);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomer 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Takon 2025
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1.

13.

14.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 53 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan
Provinsi Sumatera Selatan;

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025.
Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat
Daerah (Perubahan DPA-SKPD) Nomor DPPA/A.2/3.27.0.00.0.00.
02.0000/001/2025.

E. Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 disusun dengan

sistematika sebagai berikut :
BAB |. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

C. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

D. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama
E. Landasan Hukum

F. Sistematika

BAB Il. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis
B. Rencana Kinerja Tahun 2025
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB lll. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
B. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerjd instansi Pemerintiah (LIJIP) TRiven 2025
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BAB Il. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sejalan dengan paradigma pembangunan masyarakat melalui
pembangunan perkebunan maka didalam rencana strategis Dinas Perkebunan
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 dan Visi Sumsel 2025-2029 “Sumsel Maju
Terus untuk Semua” dengan Misi 2 yaitu:

Misi 2: Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasisi sumber daya lokal dan
berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan
untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Program-program yang dituangkan untuk mendukung pencapaian misi ini yang

selaras dengan sub sektor perkebunan, yaitu:

1. Meningkatkan produksi pertanian, perikanan dan perkebunan melalui akses

ketersediaan sarana produksi.

2. Medorong program replanting perkebunan sawit dan karet rakyat.

3. Melanjutkan program sambung pucuk kopi guna peningkatan produksi.

Tujuan pembangunan sub sektor perkebunan yang telah ditetapkan adalah
meningkatnya kesejahteraan petani sub sektor perkebunan, dengan indikator
pencapaiannya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan.

Strategi Pembangunan Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan kedepan
atau periode 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2025 sebagai berikut :
a. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia di sektor perkebunan dengan

memberikan akses yang adil dan setara terhadap teknologi, pelatihan dan
pendidikan bidang perkebunan.

b. Melakukan Optimalisasi Lahan-lahan perkebunan yang kurang produktif untuk

lebih meningkatkan produksi dan produtivitas.

¢c. Pembangunan perkebunan diarahkan pada periluasan areal perkebunan

sesual dengan potensi pengembangan dalam RTRW dan topograpi
kewilayahan.

d. Peningkatan penggunaan sarana perkebunan.

Laporan icinerja instansi Pererintah (LICJIP) TRiun 2025
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Meningkatkan upaya pengendalian dan penanggulangan bencana di sub
sektor perkebunan.

Peningkatan ketersedian sarana dan prasarana perkebunan
Meningkatkan penangan panen di sektor perkebunan sesuai dengan anjuran
dan standar penangan.

Arah kebijakan sub sektor perkebunan lima tahun ke depan diambil dari

strategi yang ditetapkan adalah :

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Mendorong pelaksanaan rehabilitasi tanaman-tanaman perkebunan yang
kurang produktif.

Melakukan diversifikasi tanaman perkebunan dengan tanaman lainnya untuk
meningkatkan pendapatan petani perkebunan.

Mendorong pengembangan lahan-lahan perkebunan sesuai dengan potensi
dan kawasan sentra-sentra komoditi unggulan.

Mendorong peningkatan investasi di sektor perkebunan dalam pemanfaatkan
pengembangan serta penumbuhan industri hilir,

Mengembangkan perbenihan dan fasilitasi sertifikasi benih/bibit untuk
menjamin kualitas benih/bibit yang beredar dimasyarakat.

Meningkatkan ketersediaan sarana air mendukung peningkatan produksi.
Meningkatkan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan
perlindungan usaha perkebunan yang berwawasan lingkungan.

Meningkatkan pengawasan, pencegahan dan penanganan kebakaran lahan
perkebunan dan meminimalisir gangguan usaha dan konflk wusaha
perkebunan,

Terus melakukan peningkatan ketersediaan alat dan mesin perkebunan agar
budidaya perkebunan lebih efektis dan efisien diwilayah pengembangan
perkebunan.

10) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan perkebunan

yang unggul dan memiliki daya saing.

11) Mendorong peningkatan sitem pengolahan hasil perkebunan dan sistem

budidaya yang baik serta sesuai dengan anjuran.

Laporan Kineri@ (nstansi Pemerintah (LKJIF) Tahun 2025




B. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja tahun 2025 telah disusun dan tercantum dalam
Rancangan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dan tercantum juga pada Renstra
Tahun 2025-2026 yang baru disusun. Rencana kinerja tahun 2025 dapat dilihat
pada tabel di bawah ini.

Laperan Kingria instansi Pemerintah (LifIP) Talhun 2025




STCT Wil ()N ) Weiawad 1wesvy slipwr weiodes

BED (36 umyzyfmy URuseun| SEN | UE BN ST T Ly |

H5E

1] Bl

000 0L6E 000536 ¢ 000086 (e} weungaysad jEase sen| yewap eliebudy ey
Sz

NVHVEVS/NVIIFNL HOLVION uenin | Joiyipu|

I NTHYL YOV NYAYSYS/NVIPTLL YPH3ND! 1393V

il

9Z0Z - ¥Z0Z unye| ellaury euesuay 'L |aqel



STOE wrL (N) Weaviawad 1sweasw plizwry waiody )

(96) yesaeq jeybueiad eliaury ueueAR UBYNUBWRY asEjUasiad

(en)
eyesn uenBbueb uep |40 ueBuesas pep |Bueinbbuepay Bued |eaue sem)

UBUNGEyad IUEad JENnL 1ejiN

(odwogan)

ueyniniuad uexpedepuay Bued |uesad Nodwopy eAueybuiuaiy

(%)
Pwessaq uesesewad ueyejpbuad weep Bungebsa bued |uejad asejuasiad

(yun) veungaspad ueeyesruad uesemebuad eAuyeyBujua

(%) ueunganpad euesesead umyibuuay asejuassad

(yiwag) sepasaq BA nB6un yiuag yepwng

(uyt/feq/uo]) ede@y SEUARINPOId

(uyyfen/uol) idoy SEHARANPOIY

(uy feqfuo)) ymes edefy SePARINPO.

(uyifeq/uol) jauey SERAIINPO.Y

(eH) veungaysad |eaue sen| yepunf eAugesbuiuaiy

(9g) ueypseybualy ueweue| sem ueynbuluad asejuasiad

eliaupy Joyexpul

ueungassad
¥mun umeueREsay webunyng

ueungaxad
uebunpujpad eAueybuiuay

UBUNGaad URWeUR)
SEHAMINPO.Y eALGRYBUlUS}

Ueungaxdad
ISYNPO.d [eausy eAuiesbuiua

ueseses
(9202-¥20z eisuay) GZ0Z unue| ellauny Bueousy 'z |9qeL




SEGE wEL (7)) HEPRIREd 1w Bligera wiade

~ ueungayad | eliaury seyjigeuny

o%s
sL'08 zLos neje [e|iN seuid didvsSieIN | ehuejBuiusiy
 0¥5'6€5'29 ' Z'Lv918 uoy
_ __ ede|ay] 1s)npoid
i’ PL'0 % | ueejbBujued ssejussied
0£9'98.'922 1’99812 | uoy |
| oy |
ELL'E ZL's h % ueyeyBuiuad asejuasiad |
|
L9GZIGLPE | €9GE6'BEEE | UOL
jimeg edeje)y| isynpoid |
S¥¥'0 L8°0 % | ueeybuiued esejuesied | |
_ | __ :E:ﬂgﬁﬂ _
8L'19V'600'L  L0'Z98'800°h | oL | ueinbbun
| | j2uey 1synpousd . ueweue) 1synpoud | ueungexiod
6040 __ls¥0o % | ueijbuuad asejussiad BAUENOUOW | |00 gng uEled
| (dLN) ueungexiad | ueesgjyelasay
gk -~ . lleeed o 9% ol Iuejad Jeyny 1ejiN J _ eAujexbuiuepy
9 g 4 o h Z |
S0z unye jebie) R uenjeg 1o1exipu| 1oyexIpul _ uenfny

e —

ST

(6202-520Z eAsuay) GZ0Z unye | elisupy euesusy ‘€ |aqe]



Tabel 4. Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025
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KO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARBET ANGGARAN
|| Program Pemmiang Urusan Pemerintahan Persentase Pemenuhan Layanan I00% 12563 B52.324
(aerah Provinsi Kinerja Perangkat Dagrsh
A | Perencanasn, Pengangyaran, dan Evaluasi Jumlsh laporan dan dokumen B Laparan |30.500.000
Kinerja Perangkat Daersh perencanaan, penganggaran dan dan Dokumen
evaluasi kinerja perangkat daerah -
B | Administrasi Keangan Perangkat Daersh Periade pelaksanaan administrasi | Tahun |87 828.000
keuangan perangkat dasrah 33
[ | Administrasi Kepegewaian Perangkst Deerah | Periode pelaksanaan administrasi | Tiham 164 775,550
kepegawaian perangkat daerah
D | Administras: Umum Perangkat Daerah Periade pelaksanaan administras: [ Tahun BIZ500.000
umum perangkat daerah
E. | Pengadaan Barang Milik Dagrah Penunjang Persentase pelaksanaan pengadaan 100% 341 GB7 B30
\lrusan Pemerintah Daersh barang milik daerah penunjang urusan
pemerintah dasrah
F. | Penyedisan Jasa Panunjang Urusan Periode pelaksanaan penyediaan jasa | Tiahun | 408.059.584
Pemerintahan Jasrah penunjang urusan pemerintsh daerah
B | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang | Periode pelsksanaan pemeliharaan | Tahun 1 035.000.000
Urusan Pemerintahan Dagrsh barang milik dasrah penunjang
Il | Program Penyediaan dan Pengembangan Luas pengembangan komoditi 150 Ha 3 ML798.560
Sarana Pertanian perkebunan
A | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Jumilah dokumen pengawasan & laparan 118878960
peredaran sarana pertanian .
B | Pengawasin Mutu. Penyediaan dan Peredaran | Jumish dokumen pengawasan mutu. 1 dokumen 1881375000
Benih Tanaman penyediaan B peredaran benih
tanaman
[. | Pengelolsan Sumber Days Benetik (SDG) Perinde pengelolaan Sumber Daya | Tighun 131045 600
Hewan. Tumbuhan. dan Mikroorganisme Genetik (306) hewan. tumbuhan dan
mikroorganism: kewenangan provinsi
. | Program Penyediaan dan Pengembangan Persentase realisasi pembangunan 0% 278125000
Prasarna Pertanian prasarana perkebunan
A | Penatsan Prasarna Pertanian Jumlah dokuman dan laporan penataan | 2 Laporan 728 123.000
prasarna perkebunan
. | Program Pengendakan dan Penanggulangan | Luas areal yang tertanggulangi dari B30 Ha 334 585,000
Bencana Pertanian serangan [FT dan gangguan usaha
A | Pengendalian dan penanggulangan Bencana | Jumlah pengendalian dan ? kegiatan 534 .985.000
Pertanian Provinsi penanggulangan bencana perkebunan
(egaian)
V. | Program Perizinan Usaha Pertanian Persentase izin ussha yang diawasi 20% 37.300.000
dan dibina
A | Penertitan izin Usaha Pertanian yang Jumiah dokumen rekomtek usaha 37.900.000
Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kab./Kota | perkebunan
V. | Program Penyuluhan Pertanian Persentase SOM penyubsh pertanian B0% 10431538 100
yang ditingkatkan
A | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Jumizh cakupan binaan kelompok tani | 94 Kelampok 10381538100
Partanian
B | Pengsmbangan Kapasita Kelembagaan Jumlgh kelembagaan pekebun yang | kelpmpok 50.400.000
Ekonomi Petani Berbasisi Kawasan
Total 29.837 6599984

Laporam Kinerja instansi Pemerintah (LjiP) Tahun 2025




17

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
dan diketahui oleh Gubernur Sumatera Selatan, di dalamnya terdapat kegiatan
yang meliputi kegiatan-kegiatan yang menjadi skala prioritas pembangunan
perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai sasaran pembangunan
perkebunan tahun 2025.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1.

Meningkatnya Areal
Produksi Perkebunan

‘_i'

v

Persentase peningkatan
luas tanaman
menghasilkan (%)
Meningkatnya luas areal
perkebunan (Ha)

0,40%

2.965.000 Ha

Meningkatkan
Produktivitas Tanaman
Perkebunan

vV ¥YVY¥Y VY

%

Produktivitas Karet
Produktivitas Kelapa
Sawit

Produktivitas Kopi
Produktivitas Kelapa
Jumlah benih unggul
yang beredar (benih)
Persentase peningkatan
prasarana perkebunan
(%)

Meningkatkan
pengawasan perusahaan
perkebunan (unit)
Persentase petani yang
tergabung dalam
pengolahan pemasaran
bersama (%)
Meningkatkan kelompok
petani yang
mendapatkan
penyuluhan (kelompok)
Nilai Tukar Petani (NTP)
Perkebunan

1,48 Ton/Ha/Thn
3,55 Ton/Ha/Thn

0,95 Ton/Ha/Thn
1,19 Ton/Ha/Thn
17.250.000 benih
13,75%
316 unit

24 15%

93 kelompok

115,15%

Laporan Kingra Instansi Pewerintah (Lijip) Tahun 2025
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lll. AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan
sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan digunakan pengukuran
kinerja sebagaimana yang diatur dalam keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara No.289/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil
dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator
kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat,
dan dampak.

A. Capaian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan,
pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja
dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini
dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja baik berupa data internal maupun
data eksternal. Data kinerja untuk indikator masukan, keluaran dan hasil dilakukan
setiap tahun untuk mengukur efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran.
Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat
diukur pada tahun selanjutnya terkait dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Pengukuran kinerja mencakup:

(1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat
capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan

(2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat
pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator
sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen
Rencana Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengevaluasi capaian kinerja
kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2025 sesuai dengan pernyataan
penetapan kinerja (perjanjian kinerja) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera
Selatan tahun 2025 yang telah ditanda tangani. Penilaian capaian target indikator
kinerja tahun 2025 (berdasarkan Rancangan Perubahan Renstra Tahun 2024-

2026) akan ditampilkan di bawah ini.
Laporan )ineria instansi Pemerintah (LK[IP) Tahun 2025




1. Persentase Peningkatan Luas Tanaman menghasilkan
Indikator ini mengukur persentase peningkatan luasan tanaman

menghasilkan pada total luasan perkebunan yang ada di Sumatera Selatan.

Adapun rumus yang digunakan ["'_'"?—-,r_ | :""" ohmr? x 100% .

Sumber data berasal dari buku Statistik Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi
Sumatera Selatan, yang pengukurannya dilakukan satu tahun sekali. Tujuannya
adalah untuk mengukur dan mendorong peningkatan produksi tanaman
perkebunan.

Pada indikator peningkatan luas tanaman menghasilkan ditetapkan target
sebesar 040% dengan harapan di akhir tahun 2025 akan terjadi kenaikan luas
tanaman menghasilkan sebesar 0,40%.

Data statistik perkebunan tahun 2025 (angka sementara) menunjukkan
bahwa luas tanaman menghasil sebesar 2.151.433,86 Ha, di tahun 2024 luas
tanaman menghasilkan sebesar 2.135.158 Ha. Persentase peningkatan luas
tanaman menghasilkan sebesar 0,76%.

Tabel 7. Target dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Luas
Tanaman Menghasilkan

. G Capaian Tahun 2025
No Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%) %
1. | Persentase peningkatan luas 0,40 0,76 190
tanaman menghasilkan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian peningkatan luas
Tanaman Menghasilkan (TM) tercapai sebesar 190% (melebihi target), hal ini
dikarenakan adanya konversi dari Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) ke status
Tanaman Menghasilkan (TM), harga komoditi yang cukup stabil mendorong petani
untuk memelihara kebun dengan lebih intensif sehingga mendukung pertumbuhan
ke fase produktif. Peremajaan tanaman perkebunan juga mampu meningkatkan
luas Tanaman Menghasilkan (TM) secara bertahap.

Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Perkebunan sepanjang
tahun 2025 meliputi bimbingan dan pengendalian Organisme Pengganggu
Tanaman (OPT) yang dilaksanakan oleh Balai Proteksi Tanaman Perkebunan
bersama kelompok-kelompok tani, peremajaan tanaman kopi seluas 100 Ha dan

Laporfn Kingrjd Instansi Pemerintah (LKjIP) Tain 2025




21

karet seluas 50 ha, serta penyuluhan kepada petani dengan dukungan dari
Petugas Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan (TP4) yang
tersebar di 17 kabupaten/kota.

2. Meningkatnya Luas Areal Perkebunan

Indikator ini mengukur pertambahan luas areal perkebunan di Sumatera
Selatan, yaitu jumlah total luas areal tahun n-1. sumber data berasal dari buku
Statistik Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan
ditetapkannya indikator ini adalah untuk mengukur keberhasilan program
pengembangan atau perluasan tanaman perkebunan dalam kontribusinya
terhadap peningkatan produksi dan tingkat kesejahteraan petani pekebun.

Pada indikator kinerja meningkatnya luas areal perkebunan, telah
ditetapkan target sebesar 2.965.000 Ha. Berdasarkan data statistik perkebunan
tahun 2025 (angka sementara), luas areal perkebunan untuk seluruh komoditi
yang terdiri dari 19 komoditi (4 diantaranya adalah komoditi unggulan yaitu Karet,
Kopi, Kelapa dan Kelapa Sawit) adalah seluas 2.881.871,81 Ha. Angka ini lebih
rendah dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 8. Target dan Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Luas Areal

Perkebunan
Capaian Tahun 2025
No Indikator Kinerja Target (ha) Realisasi (ha) %
1. | Meningkatnya luas areal 2.965.000 288187181 | 97,20
perkebunan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa luas areal perkebunan pada tahun
2025 lebih rendah dari target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan data luas areal
yang disusun belum final karena proses validasi dengan kabupaten/kota dan
Direktorat Jenderal Perkebunan belum dilakukan. Setelah ada validasi,
diharapkan ada penambahan luas areal perkebunan, sehingga target kinerja
tercapai.

Namun demikian, luas areal tahun 2025 meningkat dibandingkan dengan
tahun 2024, hal ini didukung adanya kegiatan-kegiatan bersumber dari APBN dan
APBD Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan APBD berupa bantuan bibit tanaman
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kopi untuk 100 Ha dan bantuan bibit karet untuk luasan 50 Ha. Sedangkan dari
APBN ada kegiatan bongkar ratoon tebu seluas 1.200 Ha

3. Produktivitas Karet

Indikator ini mengukur produksi tanaman karet (karet kering) per hektar
dalam periode satu tahun. Produktivitas ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas
pengelolaan kebun karet serta penerapan teknologi budidaya yang baik. Rumusan
yang digunakan adalah Total Produksi Karet (Kg atau Ton) / Luas Areal Tanaman
Menghasilkan karet (Ha). Sumber data dari buku Statistik Perkebunan Dinas
Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

Tanaman Karet mempunyai peran yang cukup penting dalam
perekonomian Indonesia khususnya untuk Provinsi Sumatera Selatan, dimana
Sumatera Selatan merupakan salah satu penghasil karet terbesar di Indonesia.
Berdasarkan data statistik perkebunan tahun 2024, produksi Karet rakyat
Sumatera Selatan sebesar 1.008.362,07 Ton dengan produktivitas sebesar
1.202,28 Kg/Ha/Tahun Sedangkan di tahun 2025 (angka sementara) sebesar
985.325,32 Ton atau 1.180,90 Kg/Ha/Tahun. Dapat dilihat bahwa terjadi
penurunan produksi maupun produktivitas Karet dibandingkan tahun 2024.

Target yang ditetapkan pada indikator produktivitas Karet tahun 2025
adalah sebesar 148 Ton/Ha/Tahun, jika dibandingkan dengan target,
produktivitas yang dihasilkan tahun 2025 yaitu masih rendah yaitu sebesar 1,18
Ton/Ha/Tahun.

Tabel 9 . Target dan Capaian Indikator Kinerja Produktivitas Karet

Capaian Tahun 2025
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
(Ton/Ha/ Thn) (Ton/Ha/ Thn)
1. | Produktivitas Karet 1,48 1,18 79,73

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator tidak tercapai. Hal ini
disebabkan karena adanya tanaman yang didominasi tanaman tua dan adanya
serangan penyakit gugur daun (Pesfalosiopsis sp.) sehingga menyebabkan
rendahnya produksi dan produktivitas tanaman karet. Alih fungsi lahan menjadi
kebun kelapa sawit dan harga yang rendah memperburuk kondisi tersebut.
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Tabel 10. Serangan hama dan penyakit pada tanaman karet

P [ luashrel |  Llusshresl |

| o T ) | Jenis Hama Penyakit w Flg{:‘h |H-I-M{:u-

1 | Keet | (23846 | PenyskitPestalotiopsis | B4 SB78 | Kab/hote |

A 238415 | Hama Babi Hutan o Qg |
- 1238415 | Penyakit Kering Alr Sadap | 1SETO El'."E?! i

| - 1238415 | Penyakit Gugur Daun | 26028 18418

| | 1238415 | Penyskit Jomur AkarPuth | 28555 i8558 | |

Sumber data: Balai Proteksi Tanaman Perkebunan

Usaha yang dapat dilakukan agar produksi tetap baik disaat luas lahan
berkurang akibat alih fungsi lahan ke sawit dan serangan penyakit yang
menyebabkan gugur daun adalah optimalisasi lahan diantaranya peremajaan
tanaman tua dengan menggunakan bibit unggul yang tahan penyakit, melakukan
pemupukan yang tepat, penguatan SDM serta kelompok tani, dan memberikan
bimbingan dan penyuluhan GAP melalui kelompok tani.

4. Produktivitas Kelapa Sawit

Indikator ini mengukur produksi tanaman kelapa sawit (TBS atau CPO) per
hektar dalam periode satu tahun. Produktivitas ini mencerminkan efisiensi dan
efektivitas pengelolaan kebun kelapa sawit serta penerapan teknologi budidaya
yang baik. Rumusan yang digunakan adalah Total Produksi kelapa sawit (Kg atau
Ton) / Luas Areal Tanaman Menghasilkan kelapa sawit (Ha). Sumber data dari
buku Statistik Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

Kelapa Sawit merupakan salah satu komoditi yang berkontribusi cukup
besar terhadap perekonomian Sumatera Selatan baik dari sisi pendapatan daerah
maupun kesempatan kerja. Industri Kelapa Sawit menciptakan lapangan kerja
mulai dari tenaga kerja petani, pekerja pabrik pengolahan dan tenaga ahli yang
terlibat dalam pengolahan perkebunan. Hal ini memberikan dampak yang besar
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada indikator kinerja produktivitas Kelapa Sawit telah ditetapkan target
sebesar 3,55 Ton/Ha/Tahun di tahun 2025.

Laporan iingria instansi Pemerintah (LIfiP) Tahun 2025




24

Tabel 11. Target dan Capaian Indikator Kinerja Produktivitas Kelapa Sawit

Capaian Tahun 2025
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
(Ton/Ha/ Thn) | (Ton/Ha/ Thn)
1. | Produktivitas Kelapa Sawit 3,55 3.41 96,06

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian di tahun 2025 baru
mencapai 96,06% dari target yang ditentukan. Hal ini dikarenakan data yang
digunakan adalah data angka sementara tahun 2025 dan diharapkan produktivitas
akan terus meningkat seiring dengan terus meningkatnya pertumbuhan luas lahan
kelapa sawit baik itu lahan bukaan baru maupun lahan dari alih komoditi lainnya
dan adanya Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang telah dilakukan terhadap
kebun-kebun Kelapa Sawit tua.

Berdasarkan data yang ada, luasan kelapa sawit yang telah dilakukan
peremajaan seluas 66.015,0756 Ha dari total luas Rekomtek BPBD seluas
75.016,0232 Ha sepanjang tahun 2017-2025, yang tersebar di 9 kabupten/kota di
Provinsi Sumatera Selatan.

5. Produktivitas Kopi

Indikator ini mengukur produksi tanaman kopi (biji kering) per hektar dalam
periode satu tahun. Produktivitas ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas
pengelolaan kebun kopi serta penerapan teknologi budidaya yang baik. Rumusan
yang digunakan adalah Total Produksi kopi (Kg atau Ton) / Luas Areal Tanaman
Menghasilkan kopi (Ha). Sumber data dari buku Statistik Perkebunan Dinas
Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

Tanaman Kopi merupakan salah satu komoditi unggulan di Sumatera
Selatan. Areal perkebunan Kopi menyebar di 13 kabupaten/kota di Sumatera
Selatan. Di tahun 2024 produksi Kopi mencapai 219.585,55 Ton dengan
produktivitas sebesar 937,90 Ton/Ha/Tahun. Di tahun 2025 (angka sementara),

produksi sebesar 227.266,87 Ton dengan produktivitas sebesar 94964
Ton/Ha/Tahun.
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Tabel 12. Target dan Capaian Indikator Kinerja Produktivitas Kopi

Capaian Tahun 2025
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
(Ton/Ha/ Thn) | (Ton/Ha/ Thn)
1. | Produktivitas Kopi 0,95 0,95 100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target yang telah ditentukan telah
tercapai. Keberhasilan ini didorong oleh peningkatan permintaan pasar,
peningkatan segmen pasar yang mengakibatkan peningkatan posisi tawar
(bargaining position) petani, dukungan iklim serta penggunaan tenaga kerja
optimal.

6. Produktivitas Kelapa

Indikator ini mengukur produksi tanaman kelapa (kopra) per hektar dalam
periode satu tahun. Produktivitas ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas
pengelolaan kebun kelapa serta penerapan teknologi budidaya yang baik.
Rumusan yang digunakan adalah Total Produksi kelapa (Kg atau Ton) / Luas
Areal Tanaman Menghasilkan kelapa (Ha). Sumber data dari buku Statistik
Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

Kelapa merupakan salah satu komoditas ekspor dari Sumatera Selatan
dalam bentuk kelapa bulat, santan, kopra, arang dan sebagainya. Kebutuhan akan
kelapa cukup besar baik itu dari dalam negeri maupun untuk kebutuhan ekspor. Ini
bisa menjadi peluang untuk terus meningkatkan produksi dan produktivitas
tanaman Kelapa di tahun mendatang.

Pada indikator kinerja telah ditentukan besarnya produktivitas Kelapa di
tahun 2025 yang akan dicapai yaitu sebesar 1,19 Ton/Ha/Tahun. Berdasarkan
data statistik perkebunan tahun 2025 (angka sementara), produktivitas Kelapa
sebesar 1,16 Ton/Ha/Tahun.

Tabel 13. Target dan Capaian Indikator Kinerja Produktivitas Kelapa

Capaian Tahun 2025
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
(Ton/Ha/ Thn) | (Ton/Ha/ Thn)
1. | Produktivitas Kelapa 1,19 1,16 97 48
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Pada tabel di atas dijelaskan bahwa target yang telah ditentukan belum
tercapai. Faktor yang mempengaruhinya adalah tanaman kelapa tua dan rusak
dengan produksi yang rendah serta adanya serangan hama dan penyakit.

Usaha untuk meningkatkan produksi kelapa mulai dilakukan dengan
penambahan kebun sumber benih kelapa untuk mendukung rencana peremajaan
kelapa pada tahun 2026 dengan strategi difokuskan pada peremajaan tanaman
tua dan rusak melalui benih unggul bersertifikat. Tahun 2025 melalui kegiatan
bersumber dari APBN telah dilakukan peremajaan kelapa seluas 100 Ha di
Kabupaten banyuasin. Di tahun 2026 direncanakan akan dilakukan peremajaan
kelapa melalui APBN Satker Pusat seluas 10.000 ha dengan rincian 1.000 Ha di
Kabupaten Musi Rawas, 7.000 Ha di Kabupaten Banyuasin, dan 2.000 Ha di
Kabupaten Musi Banyuasin. Diharapkan kegiatan ini mampu meningkatkan
produksi dan produktivitas di beberapa tahun kedepan.

7. Jumiah Benih Unggul yang Beredar

Indikator ini mengukur jumiah total benih/bibit unggul yang telah
bersertifikat yang beredar di masyarakat atau pihak pengguna lainnya dalam
periode satu tahun. Adapun perhitungannya adalah jumiah benih unggul yang
tersertifikasi tahun ke-n. Sumber data diperoleh dari UPTD Balai Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi
Sumatera Selatan. Tujuan pengukuran indikator ini adalah untuk mengukur
keberhasilan kegiatan penyediaan dan distribusi benih unggul, mendorong
peningkatan produksi dan produktivitas serta mendukung sistem agribisnis yang
berdaya saing.
Tabel 14. Target dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Benih Unggul yang

Beredar
Capaian Tahun 2025
No Indikator Kinerja : Realisasi
Target (Benih) (Benih/bibit) %
1. | Jumiah Benih Unggul yang 17.250.000 73.966.775 >100
Beredar
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Capaian jumlah benih tanaman perkebunan yang beredar dari target
sebanyak 17.250.000 benih/bibit, terealisasi sebanyak 73.966.775 benih/bibit
tahun 2025 dengan capaian sebesar >100%

Jumlah benih unggul yang beredar sebanyak 73.966.775 benih/bibit,
adalah benih/bibit yang tersertifikat, yang tercatat pada UPTD Balai Pengawasan
dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan.

Tabel 15. Data Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Tahun 2025

Karat Kelapa Sowit Lplapa
Polybag | Stum NI % - Polybag | Kecamboh | B | Tebu(mata) | |l Total Benih
(batang) | (batang) {m"] (batang) | (butir) | (butic) - n:}
T8458 | G000 | 1400000 | 34187 | 4734965 | WSESTR .| SITe73%4 | 30000 | 30000 | TageaTs

Keterangan:
a. Data bersumber dari UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan
b. Stum MT = Stum Mata Tidur

Capaian yang cukup tinggi ini didorong oleh permintaan yang cukup tinggi
akan bibit unggul bersertifikat baik itu permintaan dari masyarakat maupun dari
perusahaan-perusahaan perkebunan serta adanya program pemerintah untuk
meningkatkan ketahanan pangan pada sub sektor perkebunan melalui
peningkatan produksi tebu, kopi, dan kelapa serta masih berlanjutnya program
Peremajaan Sawit Rakyat. Untuk peningkatan produksi tebu, pemerintah melalui
penggunaan APBN, melaksanakan kegiatan bongkar ratoon tebu seluas 1.200 Ha,
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Ogan Komering llir. Untuk memenuhi

kebutuhan benih/bibit tebu berupa mata, telah dilakukan sertifikasi benih tebu
sebanyak 52.767.354 mata tebu.

8. Persentase Peningkatan Pemanfaatan Prasarana Perkebunan

Persentase peningkatan pemanfaatan prasarana perkebunan sebagai
indikator kinerja telah ditetapkan dengan target sebesar 13,75%, ini
mengindikasikan pemanfaatan wunit prasarana perkebunan berupa bangunan
laboratorium di UPTD BPTP Dinas Perkebunan di tahun 2025.
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Tabel 16. Target dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Prasarana

Perkebunan
; Capaian Tahun 2025
No Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%) %
1. | Persentase prasarana 13,75 13,75 100
perkebunan yang
dimanfaatkan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target sebesar 13,75% dapat dicapai.
Hal ini didukung oleh pemanfaatan prasarana untuk memproduksi Agen
Pengendali Hayati (APH) untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman
perkebunan.

9. Meningkatnya Pengawasan Perusahaan Perkebunan.

Indikator ini mengukur peningkatan intensitas pelaksanaan pengawasan
terhadap kepatuhan perusahaan perkebunan dalam memenuhi kewajiban sesuai
peraturan perundang-undangan dibidang perkebunan dalam periode tertentu.
Pengawasan mencakup aspek perizinan, kemitraan, tata kelola perkebunan yang
baik dan tanggungjawab sosial. Indikator ini diukur dengan menghitung jumiah unit
usaha/perusahaan perkebunan yang dilakukan pengawasan. Sumber data
diperoleh dari bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan pada Dinas
Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

Pembangunan perkebunan masyarakat menjadi kewajiban yang harus
dipenuhi oleh setiap perusahaan perkebunan. Hal ini tertuang di Peraturan
Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun
Masyarakat Sekitar yang mewajibkan setiap perusahaan untuk memberikan
dukungan dan kemudahan akses pembiayaan, akses pengetahuan, dan teknik
budidaya dalam membangun kebun sampai tanaman menghasilkan. Dalam
memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat, setiap perusahaan perlu melalui
beberapa tahapan meliputi sosialisasi, identifikasi calon lahan, identifikasi calon
pekebun, kelembagaan pekebun, pemenuhan administrasi, penetapan calon
pekebun dan calon lahan, dan perjanjian kerja sama. Adapun tahapan
pelaksanaan pembangunan fisik kebun dilakukan melalui tahapan pembenihan,

persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan.
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Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan memiliki kewenangan untuk
pembinaan dan pengawasan perusahaan perkebunan lintas kabupaten/kota.
Dinas perkebunan bertugas mengawasi dan membina perusahaan agar mengikuti
kebijakan pemerintah dan prinsip-prinsip keberlanjutan, sedangkan perusahaan
perkebunan berperan dalam meningkatkan hasil produksi dan memberdayakan
masyarakat sekitar untuk meningkatkan pendapatan petani pekebun.

Untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap unit usaha perkebunan,
kegiatan-kegiatan yang bentuknya pengawasan secara rutin setiap tahunnya terus
dilaksanakan seperti Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar, melakukan
Pembinaan Kemitraan Usaha Perkebunan, Monitoring dan evaluasi Perusahaan
Besar, Pendataan perkebunan.

Tabel 17. Target dan Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Pengawasan
Perusahaan Perkebunan

Capaian Tahun 2025
No Indikator Kinerja Target (Unit) | Realisasi %
(Unit)
1. | Meningkatnya Pengawasan 316 313 100
Perusahaan Perkebunan

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah perusahaan perkebunan
yang ada di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 berjumiah 313
perusahaan, hal ini telah dilaksanakan kegiatan pengawasan terhadap
perusahaan perkebunan tersebut.

10. Persentase Petani yang Tergabung dalam Pengolahan Pemasaran
Bersama

Indikator ini mengukur persentase jumiah petani pekebun yang telah
bergabung menjadi anggota UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar).
kelembagaan ini berfungsi untuk memperkuat posisi tawar petani, mengurangi
biaya transaksi dan meningkatkan akses pasar. Rumus yang digunakan pada
indikator ini adalah m“":‘::':'“hﬂﬂm , dan sumber data
diperoleh dari bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil pada Dinas Perkebunan
Provinsi Sumatera Selatan.

Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) adalah satuan usaha atau

unit usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih kelompok pekebun sebagai tempat
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penyelenggaraan bimbingan teknis pekebun, pengolahan, penyimpanan
sementara dan pemasaran.

UPPB yang terbentuk merupakan UPPB untuk komoditas karet yang
diharapkan dapat meningkatan harga jual produk olahan dari petani. Dengan
adanya UPPB ini petani bisa melakukan lelang bokar atau melakukan kemitraan
dengan perusahaan, selain itu menumbuh kembangkan industri hilir karet didalam
negeri baik itu untuk pembuatan ban, sarung tangan dan lain sebagainya yang
bisa meningkatkan penyerapan konsumsi karet dalam negeri diharapkan ikut
meningkatkan harga karet kedepan.

Ekspor Komoditas karet yang masih dalam bentuk bahan mentah ikut
mempengaruhi harga. Hal ini disebabkan penentu harga karet masih di Singapore
Comodity (SICOM) sehingga harga karet termasuk yang memiliki fiuktuasi harga
yang cukup besar. Untuk lebih dengan adanya UPPB ini petani bisa melakukan
lelang bokar atau melakukan kemitraan dengan perusahaan.

Sistem pemasaran yang ada di UPPB tersebut adalah kemitraan dan lelang.
Untuk pemasaran dengan sistem kemitraan terdapat pada UPPB yang berada di
Kabupaten Musi Rawas (MURA), Musi Rawas Utara (MURATARA) dan Kota
Lubuk Linggau, sedangkan kabupaten/kota dengan sistem lelang dengan periode
lelang mingguan, dua mingguan dan bulanan.

Tabel 18. Target dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Petani yang
Tergabung dalam Pengolahan Pemasaran Bokar

S Capaian Tahun 2025
i Inciketor Hinerja Target (%) | Realisasi (%) | %
1. | Persentase Petani yang 24,15 9,69 40,12
Tergabung dalam Pengolahan
Pemasaran Bokar

Petani yang tergabung dalam UPPB sebesar 9,79% atau sebanyak 53.640
orang/petani pada tahun 2024 dari total petani karet sebanyak 548.032 orang, dan
menurun pada tahun 2025 menjadi sebesar 969% atau sebanyak 52.331
orang/petani dari total petani karet sebanyak 539.902 orang/petani.

Rendahnya persentase petani yang tergabung dalam lembaga UPPB
dikarenakan respon petani yang negatif terhadap UPPB karena manajemen yang

lemah, kurangnya edukasi dan kegagalan dalam pengembangan UPPB. Harga
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karet yang tidak kompetitif mendorong alih fungsi ke sawit sehingga petani
membubarkan diri dari kelembagaan tersebut.

11. Meningkatnya Kelompok Petani yang Mendapatkan Penyuluhan

Indikator ini mengukur jumiah kelompok tani dan gabungan kelompok tani
(gapoktan) yang menerima layanan penyuluhan dari Dinas Perkebunan Provinsi
Sumatera Selatan dalam periode satu tahun terhadap jumiah kelompok tani yang
ada. Penyuluhan yang dimaksud bisa dalam bentuk bimbingan teknis, pelatihan,
pendampingan, transfer teknologi untuk meningkatkan kapasitas petani pekebun
dalam mengelola usaha perkebunannya agar lebih menguntungkan.

Target pada indikator meningkatnya kelompok petani yang mendapatkan
penyuluhan adalah sebanyak 93 kelompok, dengan realisasi pada tahun 2025
sebanyak 93 kelompok, sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2025
sebesar 100%. Meningkatnya kelompok tani yang mendapat penyuluhan
didukungan oleh Petugas TP4 (Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi
Perkebunan) berjumiah 155 orang yang tersebar di kabupaten/kota di Provinsi
Sumatera Selatan.

Banyaknya kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan juga didukung
dengan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ,serta adanya kegiatan bantuan
kepada masyarakat melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 19. Target dan Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Kelompok Petani
yang Mendapatkan Penyuluhan

Capaian Tahun 2025
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
(kelompok) (kelompok)
1. | Meningkatnya kelompok petani 93 93 100
yang mendapatkan
penyuluhan

12. NILAI TUKAR PETANI PERKEBUNAN

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima
petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam
persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan
tingkat kesejahteraan petani. Data diperoleh dari BPS Sumatera Selatan berupa
data bulanan.
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Indeks harga yang diterima petani adalah indeks harga komoditas
perkebunan yang dihasilkan petani. Indeks harga yang dibayar adalah indeks
harga barang/jasa yang dibayar petani untuk: biaya produksi (pupuk, pestisida,
benih, upah tenaga kerja), penambahan barang modal (alat/mesin pertanian), dan
konsumsi rumah tangga.

NTP Perkebunan > 100 : Surplus (pendapatan lebih besar dari pengeluaran, daya
beli menguat dan kesejahteraan meningkat.

NTP Perkebunan = 100 : Impas (Break Ewven), pendapatan = pengeluaran,
kesejahteraan tidak berubah.

Nilai Tukar Petani tanaman perkebunan rakyat tahun 2025 sebesar 138%.
Nilai Tukar Petani lebih dari 100 berarti petani mengalami surplus, dimana harga
produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani
naik dan menjadi lebih besar dari pengeluarannya. Target capaian indikator
kinerja Nilai Tukar Petani Perkebunan sebesar 11515% di akhir tahun 2025
tercapai.

Tabel 20. Target dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Tukar Petani Perkebunan

. S Capaian Tahun 2025
No Indikator Kinerja Target (%) | Realisasi (%) | %
1. | Nilai Tukar Petani Perkebunan 115,15 138 119,84

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Nilai Tukar Petani sebesar 138%, itu
artinya petani memiliki daya beli yang lebih besar terhadap barang-barang yang
dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup atau bahkan melakukan investasi
untuk mengembangkan usaha pertaniannya.

13. Luas Areal yang Tertanggulangi dari Serangan OPT

Indikator ini mengukur luas lahan perkebunan yang telah dilakukan
tindakan pengendalian terhadap serangan Organisme Penggaggu Tumbuhan
(OPT) berupa hama, penyakit, dan gulma sehingga kerusakan tanaman dapat
dicegah atau dikurangi dalam periode satu tahun. Pengendalian OPT dilakukan
untuk melindungi tanaman dari kerusakan, gangguan metabolisme atau kematian
yang dapat menurunkan produksi.

Laporan Kingrja instansi Pemerintah (LE[IP) Tohen 2025




Pada indikator kinerja luas areal yang tertanggulangi dari serangan OPT
(Organisme Pengganggu Tumbuhan), telah ditetapkan target seluas 750 Ha
dengan realisasi seluas 70.864 Ha (data diperoleh dari UPTD Balai Proteksi
Tanaman Perkebunan (BPTP)).

Tabel 21. Target dan Capaian Indikator Kinerja Luas Areal yang Tertanggulangi
dari Serangan OPT dan Gangguan Usaha

. . Capaian Tahun 2025
No Indikator Kinerja Target (ha) | Realisasi (ha) %
1. | Luas Areal yang 750 70.864 Ha > 100
Tertanggulangi dari Serangan
OPT dan Gangguan Usaha

Pada tahun 2025 luas serangan hama dan penyakit yang terjadi di Provinsi
Sumatera Selatan seluas 105.455 Ha dengan luas pengendalian seluas 70.864
Ha atau sebesar 67,20%. Pengendalian ini dilakukan oleh Dinas Perkebunan
melalui UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) dan swadaya
masyarakat.

Tabel 22. Serangan Organisme Penggangu Tanaman (OPT)

| l
| ST luosAresl | LussAresl
- Tanaman = Tanaman (Ha) dota B Pony el =""‘1:;-" w hTh}“
I
1 | Meeet | 1238415 | Penyakit Pestalotiopsis a3 | 5878 Kab/Kotz
1238415 | Hama Babi Hutan o i
1238415 | Penyakit Kering Mur Sadap | 15870 9782 |
1738415 | Penyakit Gugur Daun 76078 IB.4I6
1288415 | Penyakit Jamur Mar Puth | 28555 | 18658 |
2 H 1234229 | Hama Ulst Api 1373 | 86 Kab/Kota |
1284729 | Hama Tikus - 2m 2542 |
1134.] umbeng Tanduk/Orytes | 503 60
284728 | Gomo  Derma/  Busk | 548 32
Pangkal Batang |
| 734228 | Karat Daun 3 8 |
3 | kp 787783 | Hama Penggerek Bush 12193 8443 Kab/Kota
761783 | Penyakit Karat Daun 1179 803
| 7R7.783 | Penyskit Penggerek Cabang | 5480 3734
767783 | Penyakit Jamur Akar T, 78 |
& | Xelma G473 | HamaKumbang Dryctes | 305 W Kah/Kota
| | BATH | Hama Ulat Hidari Irava 389 182
' BATH | Tupai 29 | v
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| luasAreal | LuasAreal
Jenis Luas Areal e < b i Keterangan (Sumber
S | lada 1402 | Penyskit Kuning BY ‘ iy Kab/Xata
Penyakit Busuk Pangkal |
402 | Batang 78 ‘ 194 |
NAD? | HamaPenghisapBush | 366 | 780 |

Sumber: Balai Proteksi Tanaman Perkebunan

14. Dukungan Kesekretariatan untuk Meningkatkan Produksi Perkebunan

Tabel 23. Target dan Capaian Indikator Kinerja Dukungan Kesekretariatan untuk
Meningkatkan Produksi Perkebunan

: =y 7 Capaian Tahun 2025
b WIEOL e Target (%) | Realisasi (%) | %
1. | Dukungan Kesekretariatan 100 100 100
untuk Meningkatkan Produksi
Perkebunan

Capaian indikator dukungan kesekretariatan untuk meningkatkan produksi
perkebunan tercapai 100%, hal ini didorong oleh pengelolaan adaministrasi yang
efisien, koordinasi yang baik berbagai pihak dalam organisasi, penyediaan data
dan informasi yang akurat, perencanaan yang tepat, dukungan Sumber Daya
Manusia (SDM) serta komitmen dan dukungan dari pimpinan organisasi.

Laporin Kingrja Instansi Pemerintah (LKJIP) Thn 2025
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Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan dengan capaian realisasi
sebesar 118,96 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi
kenaikan NTP perkebunan dari 130,35 menjadi 138.

Indikator persentase peningkatan produksi karet dengan capaian
realisasi dibawah nilai positif dengan capaian realisasi produksi sebesar
97,61 persen. Ini menunjukkan bahwa produksi menurun dari tahun
2024, target persentase peningkatan produksi dan target produksi yang
telah ditetapkan tidak tercapai. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan
produksi sebesar 0,460% , sedangkan pada tahun 2025 terjadi
penurunan produksi dari 1.008.362,07 Ton pada tahun 2024 menjadi
985.325,32 Ton pada tahun 2025.

Indikator persentase peningkatan produksi kelapa sawit dengan capaian
realisasi peningkatan produksi sebesar 132,58 persen dan capaian
peningkatan produksi sebesar 100,14 persen. Walaupun target tercapat,
tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2024 (0,870%), persentase
kenaikan produksi lebih rendah di tahun 2025 (0.59%).

Indikator persentase peningkatan produksi Kopi dengan capaian
realisasi sebesar 105,84%, terjadi kenaikan produksi dari 218.667,51
ton pada tahun 2024, 227.266,87% di tahun 2025. tetapi jika
dibandingkan dengan tahun 2024 yang kenaikan produksinya sebesar
5,810% dibandingkan dengan tahun 2023, lebih kecil pada tahun 2025.
Indikator persentase peningkatan produksi kelapa dengan capaian
realisasi sebesar 11,10% (tidak mencapai target yang ditentukan sebesar
1,441%). meskipun demikian jika dibandingkan dengan tahun 2024
tetap terjadi kenaikan jumlah produksi yang sebelumnya sebesar
61.647,20 ton pada tahun 2024, pada tahun 2025 sebesar 61.744,75
ton.

Indikator persentase peningkatan produksi (karet, kopi, kelapa sawit

dan kelapa) dihitung dengan menggunkan rumus:

Produkst Periode sast i — Produksi periode sebelumnya
Produls periods ssbetumays x 100%
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7) Indikator nilai SAKIP Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan pada
tahun 2025 tidak mencapai target yang telah ditentukan, dan jika
dibandingkan dengan capaian tahun 2024, juga terjadi penurunan nilai
SAKIP yang semula pada tahun 2024 sebesar 80,72, pada tahun 2025
turun menjadi 78,90. adapun komponen yang mengalami penurunan
dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 26. Komponen Penilaian SAKIP Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2025

Bobot Sub Kom en

No. | Komponen Ku?ﬂ“h:;m 1(20%) | 2 (30%) 3 (50%) L“ﬂti
P Keberadaan | Kualitas | Pemanfaatan

1. | Perencanaan 30 5.08 7,62 12,70 25.4
Kinerja

2. | Pengukuran 30 5,68 8,52 14,20 28,39
Kinerja

3. | Pelaporan 15 1,90 2,84 374 9,48
Kinerja

4. | Evaluasi 25 3,13 4,69 7,82 15,63
Akuntabilitas
Kinerja
Internal
Nilai 100 15,78 23,67 39,45 78,90
Akuntabilitas
Kinerja

Sumber; Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi tanaman perkebunan di
Sumatera Selatan masih berada di bawah standar, nasional yang tercantum dalam
buku Pedoman Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP) Tahun 2024 yang
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik
Indonesia. Hal ini dikarenakan masih banyaknya tanaman-tanaman tua, serangan
hama dan penyakit, pengelolaan yang belum optimal, pengaruh iklim, keterbatasan
teknologi dan akses pasar.

Tanaman perkebunan yang sudah melewati usia produktif (tanaman tua)
mampu menurunkan hasil panen hingga 30-50%, OPT tidak terkontrol mampu
mengurangi kualitas dan kuantitas hasil panen, praktik budidaya tidak sesuai standar
anjuran seperti pemupukan penanganan panen dan perawatan lahan mampu
menurunkan produksi, perubahan pola curah hujan dan cuaca ekstrem
mempengaruhi periode berbunga dan pembuahan pada tanaman, minimnya
penggunaan alat dan mesin membuat proses budidaya tidak efektif dan efisien, serta
kesulitan petani dalam menjual hasil dengan harga baik.

Solusi yang dapat dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
meliputi: peremajaan tanaman, pengendalian OPT secara masif baik secara kimiawi
dan non kimiawi, pembinaan kelompok tani untuk melakukan pengelolaan budidaya
sesuai anjuran, memberikan bantuan alat dan mesin untuk mendukung pengolahan
hasil panen dan penguatan pasar.

Laporan Kingrfa instansi Pemerintah (LKjIP) TRhun 2025







sEoE wEL (i) erwiiewad 1swegsv Bl weiode )

(¥Sd)
by ymeg uselewasig pais Gued ebey 7 SLTSHBIE | I ymeg edejay
ueefiay UBNSBUEY (§Sd) 1ehyey nmeg ueeleumay uebumng | =y i_.._:!niil!ih__i 5 5
UIE] (0D 4 EyE) fSBun; Yy uejAlbun urLELE
G207 veungaad IESZE585 | BIIGYGOO) wary | ynpoud ehuyfuniay
enj ueweue) ueelewasay | siers esmuauss efue yeepe veypunlp Gued eyduy | A syapoud uEjeiud asees.ag _
UEANGaYag 0PI
U A qng weiag usR.aelasay

eheiq wep Jesaq yiga) wejad swusyp ypoud (el efisey ) it i ek A 1

(dIN)

uejetiebay,/ueyseyanay Sty eluaury JuEypu)

(6202-5z0z ensuay eped Jebie] ) 1snjos uep ‘uejebebe)y ‘uejiseyiaqa) sisijeuy 6Z 12qeL

argngualuag uRLNGYs3 ) Uefiunpuliag
uaypuabuad tjedey e.exas ehuEybuniy
s (o) juepluageyiag
luejad spaday uebuduspuad Eppod uegeuaw N |4) veypeatuad ueyreEw Riapens eyesn uenfibual uep 1) vebuesas | uBUGEE SEypOLIDY
urymmp s | s Guel jwejed umepesay uep psung ang ORdY eBien usbunyng #3858 wip doopibunss) Busk jrm sem) | g elneybuuay




SEoE vRL (i) WEpeLInGY JSwEs slinvry wauode)

1SuInOl4 ueBueuamay

¥9'06 ZYTBLLBLL 009'S¥0'LEL swsjueficomiy uep ueynquiny ‘uemeH (9QS) Wieusy eheq sequing ueejobusd | D
91'66 8.8'195'6.48 | 000'GLE 168’} ueweue | yueg ueiepaiad uep ueeipakuad ‘niny uesemebued | ‘g
1G'¥6 €EZ'9PL'8S0'L 096'8L88LL'} ue|uElad BURIES URIBpaIa  uesemebuad | 'y
LL'LB LGE LBy 2S0'E 095662 L¥L'E ueluepad eueses uebuequabuad uep ueeipaluad wesboid | ||
58'96 169 00% Z00 | 000 00060k yeseeq ueyejuuswag uesnin Buefunuad yesseq Y Bueseg ueeseyawad | 9
£E'8s ¥GG'896'201 | ¥88 650°20% 1 yesee( ueyejuLewWay uesnin Buelunuad eser ueeipaiuad | ‘4
00k 068 /89 LVE 068489 L¥E yesee( yejuuawed uesnin Buelunuad yesseq yiw Bueseg ueepebued | '3
168'v8 LZL'6¥0 028 000'005'ZL8 yesee( jeybuesay wnwn isensiviwpy | ‘0
0oL 0S5'S.Z P9l 0SS'SLZ ¥9L yeseeq jeybuelad ueiemebaday 1sessiuiwpy | D
26'06 ZLOEPL ¥6L0L | DDDBZ8 LL8'LL yeseeq |ejbueiad uebuenay Isensiuwpy | ‘g
61'68 LE8'98E 0L ) 000005 °0EL yeseeq jexybuesad eliaury isenjeas uep ‘vesebbuebuag 'ueeueousiad | Y
ZZ'06 VZLLE6' PO PL | PZEZGR'EQG'S) ISUINOId Yelee( UeyeuLswad uesnin Buelunued weibold | |

ueieded % (dy) 1sesieay (dy) veseBBuy uejeibayywesboid ‘ON

Gzoz unye| uejeibey uep weiboid uesiebbuy ueieded 0¢ |9geL
EluTy seieuny
ehuieyfuiay
Uiy BuL 03 uzgy eluaury ue.oda) uauodway eped unani lyyS BN | 1416 05 8L 5L T8 WELNGERB SEUI] VS BN TUBESey | g
‘elefy ueweus) eped

0 ueyepusfiuad  uep vL B8 GLveL18 | DYSSESZE edejay
B uRwEuE] Ueelewasag jesn. uep eny uewewe] ehueiueg | | Ol T Ty isynpoud ueexiuuad asejuasiay

ug yoduingay Leeuquisd yeq fueh veeseypway p
w) ueweue] ueelewaad 1B6up Gued 1oy ehsey 7 | 2°00I (8992122 | DEA'98L922
ehuey ISERIFEIS rnpo.d ueyjeyBuusw oy ynand Gunques wedfingg | | yggQ| EBE BILE vy ueeybuiad BseuBtia




SToZ Rl () YereEwas Tsweysw Bl weady

‘ueungaxyad ueeyesniad-ueeyesniad uep undnew jexeledsew uep ueejuiuuad Ny yieq jeyyesiaq |InB6un yqiq ueye 166U
dnyno Buek uerjuiuwsed ysjo Buoiopip 1ededip ju uejiseyiaqey ‘9%00L< Jeseqes ueedes uebusp ‘Jepaseq BueA |nBBun yueq
yejwnl jebie; eped ewejrua) eliauy ueejeduad ueiedesuad uepseysagsy bBuelunuaw yeje) 'swsiuebioonjw uep ueynquiny
‘uemay (90<) Fneusn ekeq lequng ueeojebusd uep ‘ueweue} yuaq uelepasad uep ueelpafuad ‘mnw uesemebBuad

‘ueiuepad eueles uesesepaled uesemebued uejeiBey inejaw ‘uejuepad eueses uebuequwebuad uep ueelpafuad weiboid °Z
‘suejuanuLe) uep weiboidie) Buek jese ueejojebuad uep ‘iseibajuus) Bued uelemebadey isessiuiwpe ‘jaqejunye Buel
ueBuenay I1sensiuiwpe 'sejubajuus; uep npjem jeds) Gued uesebbuebuad uep ueeueosualad Injejaw lededip |uUl UBjISBYISGaY
‘0,001 Isesijeas uebuap elisuly ueejeAwed ueiedesusad ueseyiegsy Buelunuaw yeps) 'yessep yiw Gueseq ueeseyyswad
‘esel ueeipakued ‘yeseep ¥ Bueseq ueepeBusd ‘wnwn jsegnsiuiwpe ‘uelemebaday |segsiuiwpe ‘uebuenay |sensiuwpe
‘eliauny 1senjeas uep ‘uelebbuebuad 'ueeuesuased uejeibey Injeew "1suinoid yeseep ueyejuuawad uesrun Buelunued weibold |
BZ'L6 v.8'820 6% 000 00¥ 0S UBSEME)| SISEQEE UBIUEUa lwouoy3 ueebequaia)y seysedey uebuequaluad | '8
28'G6 Z0L ZBE LYE 6 Q0L '8EL LBE 0} uejuepad ueyniniuad uedessuad uebuequebuad | 'y
£8'G6 8.G'LLP' 9666 00L '8ES'LEY'OL ueluepad ueyninfuag weibold | ‘IA
Ej0)|/uajedngey)
96'06 0S€ LbL OE 000006'LE yesseq wejep elueyesn uejeibay BGued ueluepagd eyesn UZz| uejgisued | Y
96'96 0SE L¥L'OE 000006 'LE ueluepad eyesn ueuzuad weibold | A
v6'Z6 BYE LBL L6 000 G86 ¥ES ISUIACIH Ueiuepa euesuag uebueinBBueus uep ueyepuabued | 'Y
6'Z6 6YE LEL L6F 000586 PES ueluepa euedueg uebuenbbueuay uep uelepuabuad weibold | Al
'8 82y LL00ZZ 000621 822 UBIUEUS BUBIESEBIH UBBJBUSY | 'Y
¥¥'98 82 110022 000'SZ1L 8Z2 ueluElS BuRlEsSEld uebuequeabuad uep ueeipaluad weiboid | I
ueredeg % (dy) 1sesyeay (dy) ueselbuy ueeibayiueiboid ‘ON

14




a5

3. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, melalui kegiatan
penataan prasarana pertanian, telah berhasil mencapai target pada indikator
kinerija persentase peningkatan prasarna perkebunan sebesar 100%, ini
didukung kebijakan pemerintah terkait regulasi yang mendorong pengembangan
perkebunan.

4. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, melalui
kegiatan pencegahan, penanganan kebakaran lahan perkebunan dan
pengendalian OPT. Capaian kinerja yang dicapai melampaui target yang
ditetapkan. Keberhasilan ini didukung pendanaan dari APBD dan kontribusi
swadaya petani yang menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah
dengan pelaku usaha tani. Dukungan dana APBD digunakan untuk kegiatan
teknis seperti pelatihan pengendalian hama terpadu, penyediaan input yang
ramah lingkungan dan pendampingan petani. Sedangkan petani berperan dalam
kegiatan operasi dan penerapan praktik di lapangan.

5. Program perizinan usaha pertanian melalui kegiatan penerbitan izin usaha
pertaian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota, dengan capaian
kinerja sebesar 100%. Kegiatan ini berupa pengawasan terhadap perusahaan
perkebunan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera
Selatan. Peningkatan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan
dilaksanakan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi
informasi dan peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan.

6. Program penyuluhan pertanian melalui kegiatan pengembangan penerapan
penyuluh pertanian dan pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi
pertanian berbasis kawasan, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
Tersedianya penyuluh perkebunan yang ditempatkan di hampir seluruh
kabupaten/kota diharapkan mampu membantu mempercepat peningkatan
produksi tanaman perkebunan melalui penyuluhan dan pembinaan yang
dilakukannya.

Laporan Kingri@ instansi Pewmerintah (LKJIP) Tohun 2025
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IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi pemerintah ini menunjukkan bahwa pelaksanaan
program telah berjalan secara efektif dan mampu mencapai beberapa target yang
ditetapkan, bahkan melebihi beberapa indikator kinerja utama. Keberhasilan tersebut
merupakan hasil sinergi antara perencanaan yang matang, dukungan pendanaan
yang memadai, pelaksanaan teknis yang disiplin, serta partisipasi aktif para
pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, petani, dan mitra pelaksana.

Keberhasilan dalam mencapai target kinerja pembangunan perkebunan tidak
hanya didasari oleh kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini
Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan dinas-dinas yang membidangi
perkebunan di Kabupaten/Kota, namun juga dipengaruhi faktor lainnya seperti
swadaya masyarakat, banyaknya investasi oleh perusahaan-perusahaan
perkebunan baik itu perusahaan swasta maupun nasional serta stakeholder lainnya.

Terintegrasi dan terkoordinasinya masing-masing stakeholder dalam
pembangunan perkebunan diharapkan mendukung pencapaian target kinerja yang
lebih baik, sehingga “Sumatera Selatan Maju Terus untuk Semua", dapat tercapai

Beberapa langkah kedepan harus terus ditingkatkan antara lain:

1. Tetap melaksanakan pembangunan perkebunan dengan berlandaskan pada
potensi wilayah (berbasis kawasan) sesuai dengan Permentan nomor 03
Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian.

2. Peningkatan kerjasama dengan Instansi/Dinas Teknis Kabupaten/Kota harus
terus dilakukan.

3. Penguatan dan pengembangan kelembagaan usaha tani yang dapat
meningkatkan posisi tawar petani dalam menentukan harga sehingga dapat
meningkatkan pendapatan.

4. Terus melaksanakan kebijaksanaan berupa pembangunan perkebunan yang
berkelanjutan, menyediakan kebun-kebun sumber benih, peningkatan daya
saing produk, pemberian instensif, penciptaan iklim usaha kondusif,
pemberdayaan masyarakat dan pengembangan SDM dan kelembagaan
petani yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan

Lapor@n Kinera Instansi Pemegrintah (LKJIP) TRAwn 2025
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petani perkebunan melalui berbagai upaya peningkatan produksi usaha tani

secara optimal, meningkatkan penyediaan bahan baku untuk memenuhi

kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan penerimaan devisa ekspor
dengan memperiuas pasar dan upaya peningkatan mutu sesuai dengan
tuntutan konsumen.

9. Meningkatkan industri hilir perkebunan untuk mengurangi disparitas harga
yang diterima petani.

Akhirnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera
Selatan tahun 2025 ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban
penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban selama periode 1 tahun. Selama
periode tersebut sudah banyak kegiatan yang diselenggarakan dan dilaksanakan
untuk mencapai sasaran strategis seperti yang tertuang dalam penetapan kinerja di
awal tahun anggaran 2025 yang telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas
Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan.

Laporan iclnerja Instansi Pengrintah (LIKjIP) Tahun 2025




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERKEBUNAN

Ji. Jenderal Sudirman Km.3.5 No. 583 Palembang. Provinsi Sumatera Selatan
Telapon : (0711) 357588, 351451 Faks. (0711) 377250 Kode Pos: 30128
E-mail: bun plg@yahoo.co.id, Website: htpp //perkebunan.sumselprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawabh ini :

Nama :Ir. AGUS DARWA, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama . ELEN SETIADI, SH.. MSE.
Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 2025
Pihak Ked Pihak Pertama
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,/  KEPALA DINAS PERKEBUNAN

PROVINS| SUMATERA SELATAN,

J Ir. AGUS DARWA W.Si

ELEN SETIADI, SH, MSE. Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 196508241994031002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PERKEBUNAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. | Meningkatan Areal - Persentase  Peningkatan Luas 0.40%
Produksi Perkebunan Tanaman Menghasilkan (%)

- Meningkatnya Luas Areal 2.965.000 Ha
Perkebunan (Ha)

2. | Meningkatkan - Produktivitas Karet (Ton/Ha/Thn) 1.48
Produktivitas Tanaman |- Produktivitas Kelapa Sawit 3.55
Perkebunan (Ton/Ha/Thn)

- Produktivitas Kopi (Ton/Ha/Thn) 0.95

- Produktivitas Kelapa (Ton/Ha/Thn) 1.19

- Jumiah Benih Unggul Yang Beredar | 17.250.000 Benih
(Benih)

- Persentase Peningkatan Prasarana 13,75%
Perkebunan (%)

- Meningkatkan Pengawasan 316 Unit
Perusahaan Perkebunan (Unit)

- Persentase Petani Yang Tergabung 24 15%
Dalam Pengolahan Pemasaran
Bersama (%)

- Meningkatkan Kelompok Petani 93 Kelompok
Yang Mendapatkan Penyuluhan
(Kelompok)

- Nilai Tukar Petani (Nilai Tukar Petani 115,15 %
Pekebunan Rakyat)

3. | Meningkatkan Luas Areal Yang tertanggulangi darni 750 Ha
Perlindungan serangan OPT dan Gangguan Usaha

(Ha)
4. | Dukungan Persentase @ Pemenuhan  Layanan 100%
Kesekretariatan Untuk | Kinerja Perangkat Daerah (%)
Meningkatkan
Produksi Perkebunan
Program Anggaran Keterangan

1. Penunjang Urusan Rp. 15.917.644.882 - APBD
Pemerintahan Daerah Provinsi
Penyuluhan Pertanian Rp. 15.320.000.000,- APBD
Perizinan Usaha Pertanian Rp. 75.000.000.- APBD

4. Pengendalian dan Rp. 500.000.000,- APBD
Penanggulangan Bencana
Pertanian

5. Penyediaan dan Pengembangan Rp. 250.000.000,- APBD




Prasarana Pertanian

6. Penyediaan dan Pengembangan Rp.

Sarana Pertanian

Pi GUBERNUR SUMATERA SELATAN, /

Q)

A

ELEN SETIADI, SH., M.SEE.

3.525.642 461 - APBD
Palembang, 2025
KEPALA DINAS PERKEBUNAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ir. AGUS DARlKM Si

Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 1955052419940310132




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PERKEBUNAN

JI. Jenderal Sudirman Km.3,5 No.563 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 357569, 351451 Faks. (0711) 377250 Kode Pos: 30129

E-mail: bun_plg@yahoo.co.id, Website: htpp:l/perkebunan.sumselprov.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam-rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : Herdi Apriansyah, S.STP., M.M
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. Herman Deru
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yvang seharusnya
sesual lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kkinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.

Palembang, 2025
Pihak Kedua Pihak Pertama
Gubermnur Sumatera Selatan, Pit. Kepala Dinas Perkebunan

Provinsy Sumatera Selatan,

T

H. Herman Deru Herdi Apriansyah, S.STP., M.M
Pembina Utam Muda, IV/c

NIP. 197604251994121001




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tujuan/Sasaran

No. Strategis Indikator Kinerja | Satuan Target
(1) 2) (3) (4) (5)
1. | Tujuan: Nilai Tukar Petani % 116
Meningkatnya (NTP) Perkebunan
Kesejahteraan Petani
Sub Sektor
Perkebunan
2. | Sasaran 1: 5.Persentase % 0,109
Meningkatnya Peningkatan Ton 1.009.461,18
Produksi Tanaman Produksi Karet
Unggulan Perkebunan | 6. Persentase % 0,445
Peningkatan Ton 3.415.125,61
Produksi Kelapa
Sawit
7.Persentase % 3,713
Peningkatan Ton 226.786,63
Kopi
8.Persentase % 1,441
peningkatan Ton 62.535,54
Produksi kelapa
3. | Sasaran 2: Evaluasi Aktif dan Nilai A (80,75)
Meningkatnya SAKIP atau
Akuntabilitas Kinerja skor
Program Anggaran Keterangan
1. Penyediaan dan Pengembangan Rp. 3.141.299.560,- APBD
Sarana Pertanian
2. Penyediaan dan Pengembangan Rp. 228.125.000,- APBD
Prasarana Pertanian
3. Pengendalian dan Rp. 534.985.000,- APBD
Penanggulangan Bencana
Pertanian
4. Perizinan Usaha Pertanian Rp. 37.900.000,- APBD
5. Penyuluhan Pertanian Rp. 10.431.538.100,- APBD
6. Penunjang Urusan Pemerintahan Rp. 15.563.852.324,- APBD
Daerah Provinsi
Palembang, 2025
Gubernur Sumatera Selatan, . Kepala Dinas Perkebunan

Provinsy Sumatera Selatan,

—liy

Herdi Apriansyah, S.STP., M.M
Pembina Utam Muda, IV/c

NIP. 197604251994121001
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PERKEBUNAN

JI. Jenderal Sudirman Km.3,5 No0.563 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 357569, 351451 Faks. (0711) 377250 Kode Pos: 30129

E-mail: bun_plg@yahoo.co.id, Website: http://disbun sumselprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PERKEBUNAN PROVINS| SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Perxebunan Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2025 sesuai dengan
pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat
dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Perkebunan
Provinsi Sumatera Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja
telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang
menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang
disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Palembang, Maret 2026
Sﬂhl'ﬂlrll Dinas Perkebunan




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA smm
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade lrma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354"1! I-lhimil:{ﬁﬂl} 350977 Palembang

msckiayahoo.com, website . www, itprov-sumsecl.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI DINAS PERKEBUNAN
PEMERINTAH PROVINS| SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi
mmwmmmmmwnmmm

© Dias Pekeounan Pemernah Provs Sumatea Selatan.
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